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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan Kantor Pemerintahan 

Kecamatan Medan Tuntungan antara sebelum dan setelah menerapkan standar akuntansi 
pemerintah (SAP) berbasis akrual ditinjau dari rasio : (1) Rasio kemandirian keuangan 

pemerintah daerah, (2) Rasio efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, (3) Rasio 
efisiensi pendapatan daerah. Basis akrual merupakan sistem pencatatan akuntansi dimana 

pencatatan dilakukan saat terjadi peristiwa meskipun belum ada kas yang diterima maupun 
dikeluarkan. Penerapan basis akrual di sektor publik bertujuan untuk untuk menciptakan 
kinerja keuangan pemerintah yang lebih transparan, akuntabilitas, dan kemandirian keuangan 

daerah dalam mengelola urusan pemerintahan. Kebijakan penerapan standar akuntansi 
pemerintah berbasis akrual termuat dalam PP No.71 tahun 2010, Permendagri No. 64 tahun 

2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif. Penelitian ini bersifat 
membandingkan dan menganalisis  kinerja  keuangan antara sebelum dan setelah penerapan 
standar akuntasi pemerintah berbasis akrual. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

kinerja keuangan ditinjau dari rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah dan rasio 
efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah terdapatan perbedaan yang signifikan 

antara sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. 
Namun kinerja keuangan ditinjau dari rasio efisiensi tidak terdapatperbedaan yang signifikan 
antara sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual. 

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah 

ABSTRACT 

This study aims to compare the financial performance of the Medan Tuntungan District 
Government Office before and after implementing accrual-based government accounting 
standards (SAP) in terms of the ratio: (1) Regional government financial independence ratio, 

(2) Effectiveness ratio in realizing regional income, (3) Regional income efficiency ratio. 
Accrual basis is an accounting recording system where recording is done when an event 

occurs even though no cash has been received or disbursed. The application of accrual basis 
in the public sector aims to create more transparent government financial performance, 
accountability, and regional financial independence in managing government affairs. The 

policy for implementing accrual-based government accounting standards is contained in PP 
No. 71 of 2010, Permendagri No. 64 of 2013. This type of research is comparative 

descriptive research. This research is to compare and analyze financial performance between 
before and after the application of accrual-based government accounting standards. The 
results of this study state that financial performance reviewed from the ratio of local 
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government financial independence and the ratio of effectiveness in realizing regional income 
there is a significant difference between before and after the implementation of accrual-based 

government accounting standards (SAP). However, financial performance reviewed from the 
efficiency ratio there is no significant difference between before and after the implementation 

of accrual-based government accounting standards (SAP). 
Keywords: Financial Performance, Government Accounting Standards 

 
 

 

PENDAHULUAN 

Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kinerja 

keuangan pemerintah daerah dilihat dari keberhasilan pengelolaan potensi-potensi 
yang ada di daerah tersebut. Keberhasilan ini dilihat dari ketergantungan kepada 
pemerintah pusat lebih kecil dan lebih besarnya Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai 

kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam periode waktu tertentu (Pramono, 
2014:84). 

Medan Nomor 53 tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Medan. 
Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa semua transaksi akuntansi yang terjadi 
dilingkungan pemerintah kota Medan harus menyajikan laporan keuangan dengan 

menggunakan standar akuntansi berbasis akrual. Peraturan tersebut mulai berlaku dan harus 
diterapkan sejak tanggal ditetapkannya oleh walikota yaitu pada tanggal 7 Desember 

2016 (Nazah et al., 2022). 

Tabel 1. Laporan keuangan Pemerintahan Kecamatan MedanTuntungan Tahun 2017-2020 

 

NO. Uraian Relasi 2017 Relasi 2018 Relasi 2019 Relasi 2020 

1. Pendapatan Daerah 277.522.706 842.019.102 178.279.554 763.066.484 

2. Pendapatan Transfer 683.687.233 870.298.934 284.757.593 936.944.197 

3. Pendapatan Resmi 826.706.296 499.712.619 641.063.983 970.009.500 

Total Pendapatan 1.787.916.235 2.212.030.655 1.104.101.130 2.670.020.181 

4. Belanja Operasional 867.627.779 856.725.336 747.782.326 1.210.689.895 

5. Belanja Modal 806.071.767 764.556.022 339.779.133 987.346.008 

6. Tak Terduga 500.000.00 0 0 0 

Total Belanja 1.723.699.546 1.821.281.358 1.087.561.459 2.198.035.903 

 
Sistem Akuntansi adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan 

informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Sistem 
Akuntansi terdiri dari atas dokumen bukti transaksi, alat -alat pencatatan, laporan dan 

prosedur yang digunakan untuk mencatat transaksi -transaksi serta melaporkan hasilnya 
(Anisa, 2018). Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam 
perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan, serta pelaporan data keuangan. 

Akuntansi, dalam hal ini, harus menciptakan suatu cara sedemikian rupa sehingga 
mempermudah pengendalian intern dan Penyususnan laporan keuangan merupakan 

aspek yang sangat penting dalam akuntansi. Laporan keuangan harus disusun dengan baik 
guna untuk mengkomunikasikan kinerja keuangan suatu entitas kepada yang 
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berkepentingan. Oleh karenanya mahasiswa-mahasiswi perlu memahami tentang 
penyususnan laporan keuangan berdasarkan Prinsip akuntansi berbasis akrual (PSAK) 

(Nasution et al., 2023). Laporan keuangan adalah salah satudari bagian pelaporan 
keuangan, laporan keuangan antara lain,laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan 

posisi keuangan dapat disajikan dengan berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas. 
(Nasution, 2018). 

Anggaran merupakan pernyataan yang terkuantifikasi dan yang tertulis dari 

perencanaan 
manajemen. Dalam membuat anggran seluruh manajemen terlibat didalamnya. (Amalia 

Yunia Rahmawati, 2020). 
Untuk mengetahui kinerja keuangan ditinjau dari rasio efisiensi pendapatan asli 

daerah setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Agar 

pembahasan tidak meluas, maka batasan masalahnya yaitu penelitian hanya membahas 
analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual di kantor 

pemerintahan kecamatan Medan Tuntungan. Berdasarkan latar belakang yang telah 
diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yaitu:  Bagaimana Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Di kantor kecamatan Medan Tuntungan. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan beberapa sampel data yang disebut 
penelitian komparatif. Kemudian dianalisis menggunakan rasio kemandirian, rasio 
efektivitas, dan rasio efisienas, selanjutnya diinterprestasikan dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran terkait perbedaan kondisi kinerja keuangan lima tahun sebelum dan 
lima tahun setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penelitian ini 

merupakan penelitian  kuantitatif  yang  datanya  berbentuk  angka  dan  
dikumpulkan  dari laporan keuangan pemerintahan kecamatan Medan Tuntungan, 
kemudian dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan yang jelas (Nur Subiantoro, 2014). 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan kecamatan Medan Tuntungan 
yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPPKAD). Sampel yang 

diambil dalam penilitian ini yaitu laporan keuangan tahunan pemerintahan kecamatan 
Medan Tuntungan sebelum dan setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis 
akrual. Periode sebelum penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 

adalah tahun 2012 hingga tahun 2016 sedangkan periode setelah penerapan standar 
akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah tahun 2017 hingga tahun 2020. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Gambaran Data Penelitian 

Pemerintah kecamatan Medan Tuntungan menerapkan basis akrual pada 
pencatatan setiap transaksi laporan keuangan dimulai sejak tahun 2017. Fokus penelitian 
ini pada kinerja keuangan pemerintah kecamatan Medan Tuntungan 4 tahun sebelum dan 
4 tahun setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Gambaran 

kinerja keuangan pemerintah kecamatan Medan Tuntungan sebelum dan setelah 
penerapan basis akrual, berdasarkan laporan keuangan tahunan adalah sebagai berikut: 

1. Rasio Kemandirian setelah penerapan basis akrual menunjukkan nilai tertinggi pada 
tahun 2020 yaitu sebesar 16,40%, sedangkan rasio kemandirian terendah pada 
tahun 2016 sebesar 10,15%. Rata-rata rasio kemandirian setelah penerapan basis 
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akrual sebesar 13,1340%. Berdasarkan rata-rata perhitungan tersebut menunjukkan 
tingkat rasio kemandirian setelah penerapan basis akrual pada pemerintahan 

kecamatan Medan Tuntungan tergolong sangat rendah sekali karena berada pada 
interval 0%-25%. 

2. Rasio efektivitas setelah penerapan basis akrual menunjukkan nilai tertinggi 
pada tahun 2019 yaitu sebesar 113,21%, sedangkan Rasio efektivitas terendah pada 
tahun 2016 sebesar 97,76% Rata-rata rasio efektivitas setelah penerapan basis akrual 

sebesar 105,0820%. Berdasarkan rata-rata perhitungan tersebut menunjukkan tingkat 
rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual pada pemerintahan kecamatan 

Medan Tuntungan tergolong sangat efektif sekali karena memiliki rasio diatas 100%. 
3. Rasio efisiensi setelah penerapan basis akrual menunjukkan nilai tertinggi pada 

tahun 2016 yaitu sebesar 104,70%, sedangkan Rasio efektivitas terendah pada 

tahun 2019 sebesar 98%. Rata-rata rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual 
sebesar 98,8600%. Berdasarkan rata-rata perhitungan tersebut menunjukkan 

tingkat rasio efektivitas sebelum penerapan basis akrual pada pemerintahan 
kecamatan Medan Tuntungan tergolong sangat efisien sekali karena memiliki rasio 
dibawah 100%. 

 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait kinerja keuangan ditinjau dari 

rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi antara sebelum dan setelah penerapan 
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, maka dapat disimpulkan: 

1. Terdapat perbedaan kinerja keuangan dari sisi rasio kemandirian keuangan 
pemerintah daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan nilai Sig (2-tailed) sebesar 0,023, 

karena nilai 0,023 < 0,05 maka H1 diterima, artinya terdapat perbedaan yang 
signifikan pada rasio kemandirian antara 

2. sebelum dan setelah penerapan basis akrual pada kinerja keuangan pemerintah di 
kecamatan Medan Tuntungan. 

3. Terdapat perbedaan kinerja keuangan dari sisi rasio efektivitas keuangan 
pemerintah daerah antara sebelum dan setelah penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) berbasis akrual dengan diperoleh nilai Sig (2-tailed) sebesar 
0,020, karena nilai 0,020 < 0,05 maka H1 diterima, artinya terdapat perbedaan 

yang signifikan pada rasio efektivitas antara sebelum dan setelah penerapan basis 
akrual pada kinerja keuangan pemerintah di kecamatan Medan Tuntungan. 
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